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BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBERIAN
PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERDESAAN KEC. SEMANDING KAB. TUBAN

A. MEKANISME PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DI UPK
PNPM MANDIRI PEDESAAN KEC. SEMANDING KAB. TUBAN

Kredit merupakan suatu kegiatan ekonomi yang pada tujuan dan
manfaatnya sangat positif terutama dibidang usaha produktif. Untuk
meningkatkan usahanya maka seseorang dapat menggunakan dana kredit untuk
pengadaan atau pengingkatan berbagai faktor produksi,baik berupa tambahan
modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya
manusia dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh anggota
penyalur dana bantuan yang terbentuk dalam satu lembaga yaitu Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Kec. Semanding Kab. Tuban. Namun dalam dunia usaha harus
menggunakan manajemen yang sebaik mungkin agara kegiatan tetap
berlangsung.'”

Untuk mereka yang memiliki usaha namun dalam persyaratan belum bisa
mendapatkan realisasi kredit dari bank, lembaga ini adalah alternatif untuk
kelompok masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha dan harus
mengembangkannya. Disini terlihat tidak adanya keseriusan dari pihak UPK
dalam memberikan informasi mengenai program yang telah diluncurkan oleh

pemerintah ini. Meskipun Sesuai dengan ketentuan yang berlaku penerima dana

19 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, .... 10
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bergulir dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah kelompok usaha, jadi bukan
untuk individu karena dalam kebijakannya ada kemudahan yaitu kredit ini tidak
ditujukan bagi setiap individu, melainkan dibentuk sebuah kelompok.

Dalam pengajuan permohonan usulan dana bergulir tiap kelompok ada
beberapa prosedur yang harus dilakukan tentu dengan menyerahkan beberapa
persyaratan terutama tentang profil usaha, disini lah proses analisa dari anggota
UPK untuk menilai apakah usaha kelompok tersebut layak untuk mendapatkan
dana bergulir itu, namun tidak menutup kemungkinan kalau semua kelompok
masyarakat Kec. Semanding Kab. Tuban berhak untuk mendapatkan giliran
tersebut.

Pemberian dana bergulir pada kelompok SPP terjadi karena sudah terjadi
musyawarah bersama dengan pihak-pihak yang akan bersangkutan yakni kepala
desa yang mana sebagai penanggung jawab atas dana yang disalurkan pada
kelompok SPP tersebut, dana bergulir yang diberikan bukanlah sebuah hibah,
sehingga harus terjaga likuiditasnya agar dana bantuan tersebut bisa bergulir
terus untuk semua kelompok usaha.'®

Sehingga disini sangat penting untuk memperhatikan risiko yang akan
terjadi ataupun yang pasti terjadi, kemungkinan terburuk untuk memberikan
dana bergulir kepada kelompok SPP ialah dana tersebut mengalami penunggakan
dan tidak bisa terbayarkan. Dalam hal ini pihak UPK harus memiliki tindakan

pencegahan dan penanggulangan atau biasa disebut dengan manajemen risiko.

"% Dwi Intan Widyawatik, Wawancara, Tuban 24 April 2015
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Berdasarkan penelitian data yang diperoleh, sesuai dengan ketentuan dari
PNPM MPd, UPK melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir pada
kelompok-kelompok usaha di pedesaan Kec. Semanding Kab. Tuban dengan
mekanisme pola melakukan pengajuan usulan untuk mendapatkan dana bergulir
tersebut, dengan beberapa persyaratan tertentu kelompok masyarakat tersebut
akan di analisa oleh anggota UPK dengan menilai usaha kelompok tersebut dapat
dikategorikan layak atau tidak untuk mendapatkan dana bergulir ini, baik pada
usaha yang sudah berjalan maupun membuka lapangan pekerjaan. Dana ini hanya
diberikan untuk kegiatan kelompok usaha dan tidak untuk individu.

Beberapa peraturan yang diberlakukan untuk mengatur pergiliran dana
bergulir sudah ditetapkan dengan jelas oleh PNPM MPd dan tinggal dijalankan
dan dikembangkan oleh anggota UPK. Pada UPK PNPM MPd Kec. Semanding
Kab. Tuban pelaksanaan mekanisme pengelolaan manajemen risiko kredit belum
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari mulai persiapan
permohonan usulan dana bergulir, adanya perjanjian kredit tertulis antara UPK
dengan kelompok dan kelompok dengan tiap anggota, setiap usulan diverifikasi
terlebih  dahulu, waktu perguliran setiap bulan sesuai dengan
kesepakatan/musyawarah anggota UPK dengan desa, jatah dana bergulir tiap
kelompok minimal Rp. 15.000.000 dan maksimal nilai kredit Rp. 50.000.000,
dengan beban bunga rata-rata 15-18 %per tahun, yang mana kepala desa yang

menandatangi usulan yang bertanggungjawab atas kredit tersebut apabila
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dikemudian hari terjadi tunggakan. Setelah musyawarah dan usulan diputuskan
oleh ketua UPK, dilakukan realisasi dana bergulir tersebut.'®

Tindakan manajemen risiko yang dilakukan UPK PNPM MPd Kec.
Semanding Kab. Tuban jika ditinjau dari tugas-tugas dan fungsi-funsgi pengurus
yang telah diapaparkan di bab ternyata belum terlaksana dengan baik, hanya
sampai pada realisasi dana melainkan ada tindakan lanjutan yaitu pengawasan
dan pendampingan terhadap kelompok SPP yang dilakukan oleh BP-UPK secara
bertahap 2-3 kali setiap bulannya ini tidak dilakukan. Tindakan pengawasan
kepada kelompok ini seharusnya dilakukan secara rutin agar BP-UPK
mengetahui sejauh mana usaha kelompok bisa berkembang, ada masalah atau
tidak namun pada kenyataannya BP-UPK lebih sering melakukan pengawasan 1
kali dalam 1 tahun saat kelompok akan melakukan pelunasan.

Pengawasan/kunjungan pada kelompok usaha merupakan hal yang wajib
karena dengan begitu kelompok usaha bisa dipantau dan dikontrol secara rutin
sehingga risiko yang mungkin akan terjadi bisa diantisipasi namun hal seperti ini
tidak dilakukan dengan tertib oleh BP-UPK dengan alasan sejauh ini tidak pernah
terjadi kredit macet, kalupun pernah hanya terjadi sedikit dan jumlahnya tidak
terlalu besar. Karena memang notabene masyarakat perdesaan lebih memegang
teguh janji untuk membayar pinjamannya terlebih lagi pinjaman tersebut

ditanggung kelompok jadi akan selalu mengingatkan antar anggota, dengan

'3 Lailatul Faj’riyah, Wawancara, Tuban 24 April 2015
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adanya perjanjian tenggang renteng juga sudah mengikat kewajiban anggota
kelompok usaha untuk membayar kewajibannya.'*®

Sama halnya teori Bambang Riyanto Rustam pada buku Manajemen
Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, yang mana pada intinya setiap lembaga
keuangan baik dalam lingkup besar maupun kecil wajib melakukan proses
identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap
seluruh faktor-faktor risiko (risk factor) yang bersifat material.'"”” Akan tetapi
Langkah tersebut juga belum dilakukan oleh UPK PNPM MPd Kec. Semanding
Kab. Tuban, seharusnya untuk melindungi likuiditas pelestarian dana bergulir
dengan cara memberikan penyuluhan di awal saat akan memberikan dana bergulir
tersebut lebih ditekankan bahwa dana bergulir memang hak masyarakat namun
bukan berupa hibah, dana tersebut digunakan untuk pinjaman kelompok
masyarakat produktif sehingga kelompok usaha harus tetap membayar pinjaman
tersebut.

Didalam teori, agar pembayaran kembali sesuai dengan jatuh tempo dan
tidak terjadi tunggakan petugas UPK dibantu oleh aparat desa untuk
mengingatkan kelompok usaha untuk pembayarannya.'” Namun hal ini juga
jarang dilakukan oleh petugas UPK karena kelompok usaha ini sudah dengan
kesadaran diri rutin untuk melakukan pembayaran karena dengan mereka
membayar cicilan secara rutin dan tidak pernah menunggak pembayaran akan

berpengaruh kepada usulan dana bergulir selanjutnya. Sehingga dalam tahap ini

1% Drs. Sukotjo Wahyono, Wawancara, Tuban 25 April 2015

"7 Bambang Riyanto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta:
Salemba Empat, 2013), 43
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petugas UPK bekerja lebih mudah karena bisa menjalin kerjasama yang baik
dengan kelompok usaha.

Mungkin jika hal seperti ini dipraktikan pada kasus pinjaman yang nilai
nya lebih besar tentu risiko nya pun juga besar, harus melakukan pengawasan
yang lebih serius namun untuk pengawasan yang dilakukan oleh UPK PNPM
MPd Kec. Semanding Kab. Tuban cukup dilakukan diawal pemberian dana
bergulir dan saat akan melakukan pelunasan, tapi mungkin juga sesekali BP-UPK
juga akan melakukan kunjungan kepada kelompok usaha bila dibutuhkan.

Masih dalam buku yang sama, dipaparkan bahwa bentuk-bentuk
mekanisme pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan urutan sebagai
berikut 1)Identifikasi Risiko 2)Pengukuran Risiko 3)Pemantauan Risiko
4)Pengendalian Risiko. Dalam mekanisme pengelolaan manajemen risiko pada
UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban juga sudah melaksanakan
mekanisme pengelolaan manajemen risiko tersebut, sebagaimana yang
disebutkan pada pola mekanisme dan prosedur perguliran dana. Segala pola
mekanisme dijalankan dengan kesesuaian keadaan kelompok., sehingga
ketertiban dana bergulir akan terus terjaga.'”’

Pola mekanisme dan prosedur perguliran dana menjadi sebuah pedoman
yang wajib dipatuhi oleh UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban karena
pedoman itu telah dibuat secara khusus untuk menjadikan kegiatan pelestarian
dana bergulir menjadi aman dan bertahan dari risiko-risiko kredit yang mungkin

akan terjadi. Tentu dengan menjalin kerjasama dengan kelompok usaha yang baik

% bid,.
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akan mempermudah kelancaran dan terciptanya kredit usaha yang sehat dan
menghasilkan baik bagi pihak kelompok maupun UPK PNPM MPd Kec.

Semanding Kab. Tuban.

B. ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBERIAN
PINJAMAN DI UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN KEC. SEMANDING
KAB. TUBAN

Serangkaian pola mekanisme dan prosedur dana bergulir dikemas dalam
bentuk tahapan pemberian pinjaman telah terangkum peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan untuk kelanjutan dari program penyaluran pinjaman produktif
kepada kelompok usaha tidak kalah pentingnya yaitu proses pengendalian dan
pengelolaan risiko kredit yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu. Banyaknya
peraturan yang telah dijalankan agar menjaga ketertiban pembayaran kembali
kelompok usaha tidak menutup kemungkinan akan masih bisa terjadi kredit
bermasalah, sehingga harus selalu ada tindakan untuk mengendalikan dan
mengelola risiko kredit tersebut.

Tindakan yang dilakukan dari pihak UPK PNPM MPd Kec. Semanding

Kab. Tuban apabila terjadi kredit yang bermasalah ialah melakukan identifikasi

terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah

sehingga terjadi penunggakan pembayaran. Mengusut secara rinci masalah yang
terjadi, disebabkan oleh kelalaian kelompok, anggota ataukah karena bencana
alam. Dalam ketentuan yang dijalankan oleh UPK PNPM MPd Kec. Semanding

Kab. Tuban jika penunggakan pembayaran disebabkan oleh anggota kelompok

maka kelompok tersebut yang akan bertanggungjawab atas pinjaman tersebut
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karena diawal pengajuan usulan dana bergulir sudah ada perjanjian tertulis setiap
anggota kelompok bertanggungjawab atas pinjaman tersebut. Namun jika
masalah itu disebabkan oleh kelompok usaha tersebut maka pihak desa (kepala
desa) yang bertanggungjawab atas pinjaman tersebut karena pihak desa yang
telah menandatangi usulan permohonan dana bergulir tersebut.' "

Namun sejauh ini kredit macet tersebut jarang terjadi, hanya terjadi 1 kali
dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan itupun tidak ada tindak lanjut dari pihak
penanggung jawab. Menurut pengakuan sekretaris UPK jika terjadi kredit macet
maka jalan terakhir untuk menutupi kekurangan pembayaran itu bisa diambilkan
dari barang-barang ekonomis yang bisa dijual yang dimiliki kelompok usaha
tersebut. Meskipun pada perjanjian awal tidak pernah disebutkan barang jaminan,
namun dengan dalih agar tidak dicontoh oleh kelompok usaha yang lain dan
menjaga ketertiban perguliran dana. Tentu semua langkah yang dilakukan dengan
musyawarah antara anggota pengurus UPK dan pihak desa yang bersangkutan.

Seperti teori Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
hal-hal yang dilakukan untuk menyelamat kredit bermasalah yaitu dilakukan: 1)
Rescheduling 2) Reconditioning 3) Restructuring 4) Kombinasi 5) Penyitaan

. 111
Jaminan.

Dari rangkaian langkah penyelamatan kredit bermasalah yang
dilakukan oleh UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban hampir sama

dengan melakukan reschedulling, roconditioning, restructuring, namun tidak

maksimal kombinasi antara ketiga tindakan tersebut dan yang terakhir adalah

" Dwi Intan Widyawatik, Wawancara, Tuban 24 April 2015
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penyitaan jaminan bila diperlukan meskipun tidak ada perjanjian tentang
penyitaan jaminan di awal. Tindakan reschedulling, roconditioning, restructuring
dilakukan dengan musyawarah bersama dengan dihadiri oleh petugas UPK,
kelompok usaha dan pihak desa.

Tindakan penyelamatan likuiditas dan kelanjutan pelestarian dana
bergulir memang sangat penting, jika diliat dari hasil penelitian tentang analisis
manajemen risiko kredit dalam pemberian pinjaman tanpa agunan yang dilakukan
oleh UPK PNPM MPd Kec. Semanding kab. Tuban sudah menjalankan sesuai
dengan SOP manajemen risiko kredit bermasalah dan juga sudah sesuai dengan
teori Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang
menjelaskan tetang beberapa langkah penyelesaian kredit bermasalah.
Kesuksesan UPK PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban sudah terbukti
dengan hasil beberapa tahun dari awal berdiri nya hingga saat ini hanya beberapa
kasus kredit yang mengalami penunggakan dan nilainya juga tidak terlalu besar
sehingga tidak mengganggu likuiditas dana bergulir UPK dan UPK tidak sampai
mengalami kerugian yang berarti.

Namun ada beberapa hal yang tidak dibenarkan dalam tindakan UPK
PNPM MPd Kec. Semanding Kab. Tuban dalam manajemen risiko kredit yaitu
dengan mengambil barang-barang kelompok usaha yang bisa dijual untuk
menutupi kekurangan tagihan yang menunggak meskipun belum pernah
dilakukan oleh pihak UPK''?. Perjanjian tertulis kredit di awal yang telah

disepakati tidak mencantumkan hal-hal tersebut karena memang pinjaman dana

12 Kusnadi, Wawancara, Tuban 25 April 2015



93

bergulir. Tetapi menurut hukum seharusnya hal tersebut tidak dilakukan, karena
tindakan penyitaan tanpa ada perjanjian adalah pelanggaran hukum. Kecuali

hanya sebuah ancaman saja, agar penerima pinjaman tidak mudah lalai.



